
















































	 Abstract:	 Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 menganalisis	 (1)	 Gambaran	 perilaku	
birokrasi	 responsivitas	 dalam	 pelayanan	 publik	 pada	 DinasPerikanan	 dan	
Kelautan	 	 di	 	 Kota	 	 	 Palopo.	 	 (2)	 Faktor-faktor	 	 	 determinan	 	 	 yangmenentukan	
perilaku	birokrasi	 responsivitas	dalam	memberikan	pelayanan	publikpada	Dinas	
Perikanan	 dan	 Kelautan	 di	 Kota	 Palopo.(3)	 Model	 prototipe	 perilakubirokrasi		
responsivitas	 pada	 Dinas	 Perikanan	 dan	 Kelautan	 di	 Kota	 Palopo.	 Metode			
penelitian			yaitu			jenis			penelitian			kualitatif			dengan			pendekatan	fenomenologi.	
Hasil	 penelitian	 ini	 menunjukkan	 bahwa:	 (1)	 perilaku	 	 responsivitas	 birokrasi	
telah	 dilaksanakan	 secara	 optimal	 dalam	 memberikan	 pelayanan	 publikdilihat	
pada	 dimensi	 	 pada	 Sopan,	 Adil,	 dan	 Peduli,	 	 (2)	 	 Faktor	 	 	 determinan	 	 	 dalam	
menumbuhkan	perilaku	responsivitas	dalam	rangka	pemenuhan	kepuasan	publik	
dapat	 ditentukan	 olehdimensi	 kualitas	 sumber	 daya	 manusia,	 budaya,			
kepemimpinan	dan	komitmenaparat	birokrasi.	 (3)	Alternatif	model	 responsivitas	
birokrasi	 dilihat	 pada	 dimensi	 sikap	 sopan,	 adil,peduli,	 disiplin,	 peka	 dan		




Abstrak:	 This	 study	 aims	 to	 analyze	 (1)	 the	 description	 of	 responsiveness	 of	
bureaucratic	behavior	in	public	services	at	the	Department	of	Fisheries	and	Marine	
Affairs	 in	 Palopo	 City.	 (2)	 The	 determinant	 factors	 that	 determine	 the	
responsiveness	 of	 bureaucratic	 behavior	 in	 providing	 public	 services	 at	 the	
Department	of	Fisheries	and	Marine	Affairs	in	Palopo	City.	(3)	A	prototype	model	
of	 responsiveness	 of	 bureaucratic	 behavior	 at	 the	 Department	 of	 Fisheries	 and	
Marine	Affairs	in	Palopo	City.	The	research	method	is	a	type	of	qualitative	research	
with	 a	 phenomenological	 approach.	 The	 results	 of	 this	 study	 indicate	 that:	 (1)	
bureaucratic	responsiveness	behavior	has	been	carried	out	optimally	in	providing	
public	 services	 seen	 in	 the	 dimensions	 of	 Polite,	 Fair,	 and	 Caring,	 (2)	 The	
determinant	 factor	 in	 growing	 responsiveness	 behavior	 in	 order	 to	 fulfill	 public	
satisfaction	 can	 be	 determined	 by	 the	 dimensions	 of	 the	 quality	 of	 resources.	
people,	culture,	leadership	and	commitment	of	the	bureaucratic	apparatus.	(3)	The	
alternative	 model	 of	 bureaucratic	 responsiveness	 is	 seen	 in	 the	 dimensions	 of	
polite,	 fair,	 caring,	 disciplined,	 sensitive	 and	 responsible	 attitude	 of	 the	
implementing	 apparatus	 in	 providing	 services	 to	 shape	 the	 behavior	 of	 the	









Dewasa	 ini	 penyelenggaraan	 pelayanan	 publik	masih	 dihadapkan	 pada	 kondisi	 yang	
belum	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	 dan	 perubahan	 di	 berbagai	 bidangkehidupan			





Davis	mengatakan	 bahwa	 “perilaku	 organisasi	 adalah	 telaah	 dan	 penerapan	 tentang		
bagaimana	 orang-orang	 bertindak	 di	 dalam	 	 organisasi”	 (Nurmandi,	 Lutfi	 &	 Qodir,	
2021).	
Perilaku	 organisasi	 adalah	 sarana	 manusia	 bagi	 keuntungan	 manusia.	 Perilaku	
organisasi	 dapat	 diterapkan	 secara	 luas	 dalam	 perilaku	 orang-orang	 disemua	 jenis	
organisasi,	Apapun		organisasi	itu,	ada	kebutuhan	untuk	memenuhi		perilaku	manusia,	
karenanya	 perilaku	 manusia	 dalam	 organisasi	 agaknya	 tidak	 dapat	 diduga	 karena	
timbul	dari	kebutuhan	dan	sistem	nilai	yang	terkandung	dalam	diri		manusia	(Larasati,	
2018).	 Dengan	 demikian,	 pada	 prinsipnya	 perilaku	manusia	 tampak	 dalam	 berbagai	
dimensi.		
Mengingat	 urgensitas	 peran	 aparatur	 dalam	menyelenggarakan	 peran	 danfungsinya,		
maka	 perlu	 melakukan	 analisis	 dan	 dirumuskan	 suatu	 pendekatan	 strategis	 untuk	
membangun	wajah	baru	aparatur	profesional	yang	handal,	 tanggap,	 inovatif	 fleksibel			
dan	 tidak	 prosedural	 dalam	 memberikan	 pelayanan	 dan	 penyelenggaraan	
pembangunan	 (Kariono,	 2011).	 Peran	 pemerintah	 yang	 selama	 ini	 sebagai	 ruler	
seharusnya	diganti	dengan	sebagai	fasilitator	(Lionardo,	2010).	Walaupun	upaya	untuk	
mewujudkan	 birokrasi	 pemerintahan	 yang	 responsive	 dan	 inovatif	 dengan	
memposisikan	 diri	 sebagai	 fasilitator	 bukan	 pekerjaan	 yang	 mudah,	 namun	 upaya	
untuk	 mewujudkan	 cita	 cita	 tersebut	 tetap	 harus	 diupayakan	 demi	 memberikan			
pelayanan		yang	baik	kepada	publik	dan	mampu	memperbaiki	citra	birokrasi	Indonesia	
yang	 selama	 beberapa	 dasawarsa	 banyak	 menimbulkan	 citra	 negatif	 dan	 telah		
kehilangan		legitimasi			dimata	masyarakat.		
Pada	 Dinas	 Perikanan	 dan	 Kelautan	 di	 Kota	 Palopo,	 masih	 ditemukanb	 erbagai	
persoalan	 birokrasi	 dalam	 memberikan	 pelayanan	 publik	 guna	 memenuhi	 harapan	
publik.	 Sektor	 perikanan	 dan	 kelautan	 merupakan	 suatu	 sektor	 yang	 sangat	 vital			
dalam	menggerakkan	pembangunan.	Menurut	(Dahuri,	2002),	bahwa	sektor	perikanan	
dan	 kelautan	 perlu	 menjadi	 perhatian	 karena	 (1)	 potensi	 sumber	 daya	 yang	 sangat	
besar;	 (2)	 keterkaitan	 industri	 hulu	 (backward-linkagesindustri)	 dan	 keterkaitan	
industri	 hilir	 (foward-linkages	 industries)	 yang	 kuat	 dan	 diharapkan	 dapat			
menciptakan	efek	ganda	(multiplier			efects)	yang	besar;		(3)	penyerapan			tenaga			kerja			
yang	 besar;	 (4)	 dapat	 mengatasi	 ketimpangan	 pembangunan	 antar	 wilayah	
dikarenakan	kegiatan	ekonomi	berbasis	sumber	daya	alam	yang		dapat	pulih	bisa		dan	
biasanya	berlangsung		di	daerah		pedesaan;	(5)	karena	bersifat	dapat	pulih,	maka	bisa	
mewujudkan	 pola	 pembangunan	 ekonomi	 yang	 berkelanjutan.	 [3]	 Birokrasi			
pemerintah			pada			dasarnya			dibentuk			untuk	mengaktualisasikan		tugas			pemerintah			
dalam	memberikan	dan		memenuhikebutuhan	layanan	publik	ataupun	layanan	publik,	
sehingga	 birokrasi	 mempunyai	 kewajiban	 untuk	 menjadi	 pelayan	 bagi	 kepentingan	
masyarakat.	 Oleh	 karena	 itu,	 dengan	 keberadaan	 birokrasi,	 maka	 masyarakat	 akan	






Birokrasi	 pemerintahan	 adalah	 struktur	 pemerintahan	 yang	 berfungsi	memproduksi	
jasa	publik	atau	layanan	civil	tertentu	berdasarkan	kebijakan	yang		ditetapkan	dengan			




menjadi	 kepemerintahan	 (governance)	 sebagai	 wujud	 interaksi	 social	 politik	 antara	
pemerintah	 dengan	 masyarakat	 dalam	 menghadapi	 berbagai	 kontemporer	 yang	
demikian	 kompleks,	 dinamis,	 dan	 beraneka	 ragam	 (Kurniasih,	 2013).	 Dalam	 konsep	
administrasi	publik,	ada	dua	hal	yang	menjadi	penekanan,	yaitu	sejauhmanakah	atau	
sebesar	 apakah	 kemampuan	 pemerintah	 dalam	 mengatasi	 setiap	 persoalan	 publik	
yang	 muncul,	 dan	 dalam	 perspektif	 legal	 lebih	 memiliki	 arti	 bahwa	 ruang	 lingkup	











pemerintah,	 tidak	 ada	 dorongan	 yang	 kuat	 untuk	 meningkatkan	 jumlah,	 kualitas	
maupun	pemerataan	pelayanan	tersebut	oleh	pemerintah	2)	Tekanan	dari	lingkungan,	
dimana	 faktor	 lingkungan	 amat	 	 mempengaruhi	 kinerja	 organisasi	 pelayanan	 dalam	
transaksi	 dan	 interaksinya	 antaralingkungan	 dengan	 organisasi	 publik	 3)	 Budaya	
patrimonial,	dimana			budaya			organisasi	penyelenggara	pelayanan	publik	di	Indonesia	
masih	banyak	terikat	oleh	tradisi-tradisi	politik	dan	budaya	masyarakat	setempat	yang	
seringkali	 tidak	 kondusif	 dan	melanggar	 peraturan-peraturan	 yang	 telah	 ditentukan.	
Untuk	 itu	 diperlukan	 adanya	 kesadaran	 perubahan	 perilaku	 	 dari	 aparat	 birokrasi	




dikatakan	 bahwa	 responsivitas	 ini	 mengukur	 daya	 tanggap	 birokrasi	 terhadap	
harapan,	 keinginan	 dan	 aspirasi,	 serta	 tuntutan	 pengguna	 jasa.	 Responsivitas	 sangat	
dibutuhkan	dalam	pelayanan	publik	karena	hal	tersebut	merupakan	bukti	kemampuan	
organisasi	 untuk	 mengenali	 kebutuhan	 masyarakat,	 menyusun	 agendadan	 prioritas	
pelayanan	 serta	mengembangkan	 program-program	pelayanan	 publik	 sesuai	 dengan	
kebutuhan	 dan	 aspirasi	masyarakat	 (Rizal,	 2011).	 Organisasi	 yang	memiliki	 	 rendah	
dengan	 sendirinya	 memiliki	 kinerja	 yang	 jelek	 juga.	 Teori	 perilaku	 birokrasi		
merupakan	 pertemuan	 antara	 elemenorganisasi	 sebagai	 kelembagaan	 dan	 perilaku			
manusia	yang			menjalankan	organisasi	tersebut.	
Adapun	elemen	perilaku	manusia	dalam	birokrasi	 ialah	objektif,	 tepat,	dan	konsisten.	
Perilaku	 birokrasi	 merupakan	 perilaku	 responsivitas	 yang	 selalu	 mencapai	 kondisi		
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normal,	layak	dan	tepat	(Karinda	&	Zaman,	2021).	Teori	ini	mengindikasikan	perilaku	
birokrasi	 untuk	 mengungkapkan	 fakta	 secara	 transparan,	 kemudian	 menyesuaikan	
antara	 kualitas	 layanan	 cepat	 dengan	 tingkat	 kebutuhan	 masyarakat,	 terakhir	 ialah	
menekankan	pada	ketepatan	waktu,	dimanaketepatan	waktu	adalah	momentum	yang	
membutuhkan	 layanan,	 apabila	 tertundamaka	 dianggap	 layanan	 sudah	 tidak	 berlaku	
lagi.	 [10]	 Kondisi	 yang	 terjadi	 dalam	 pelayanan	 publik	 pada	 Dinas	 Perikanan	 dan	
Kelautan	 antara	 lain	 (1)	 Belum	 maksimalnya	 pelayanan	 publik	 berbasis	 prinsip	
transparansi	terutama	besarnya	biaya	yang		harus		dikeluarkan	oleh	masyarakat	dalam	
mendapatkan	layanan,	(2)	masih	ditemukan	pihak	ketiga	atau	masyarakat	publik	yang	
membantu	 masyarakat	 untuk	 dilayani	 secara	 khusus,	 (3)	 masihdirasakan	 sukar	
mengakses	 informasi	yang	berorientasi	pada	prosedur	dan	alurpelayanan	prima	baik	
melalui	 media	 cetak,	 layar	 kaca	 maupun	 pamflet	 dan	 brosur	 (4)	 keterampilan	 dan	
kecakapan	staf	pegawai	dalam	memberikan	layanan	publikbelum		efektif	ditinjau	dari	
sisi	 kualitas	 layanan	 sehingga	 pencapaian	 tujuan	 visidan	 misi	 organisasi	 belum	
optimal,	masih	 terlihat	banyaknya	antrian	yang	harusdijalani	oleh	pengguna	 layanan,	
dan	 (5)	 kesadaran	 dan	 tanggungjawab	 pegawai	 belum	 terintegrasi	 dalam	 kinerja,	
sehingga	 masih	 ditemukan	 pemborosan	 dari	 sisi	 waktu,	 biaya	 dan	 tenaga,	 dan	 (6)	
Masih	 ditemukan	 pegawai	 dalam	 membuat	 laporan	 pertanggungjawaban	
(akuntabilitas	 kinerja)	 kegiatan	 pelayanan	 publikmasih	 ada	 koreksi	 yang	 harus	
dilengkapi	 data	 pendukung.	 Fenomena	 tersebut,	 jika	 dikaitkan	 dengan	 prinsip	
pelayanan	 yaitu	 prinsip	 good	 governance,	 maka	 dijumpai	 bahwa	 belum	 optimalnya	
penyelenggaraan	pelayanan	yang	ideal	yang	dilaksanakan.		
Adanya	 kegiatan	 pelayanan	 yang	 masih	 berbelit-belit,	 kinerja	 aparat	 masih	 lamban	
atau	kurang	responsif	dan	terdapatnya	kecenderungan	belum	efektifnya			menjalankan			
program	 yang	 telah	 disusun	 sehingga	 mengakibatkan	 tujuan	 pelayanan	 akan			
mengalami	kegagalan.	Terdapatnya		keluhan	publik			tersebut			merupakan	akibat		dari		
lemahnya	 kualitas	 sumber	 daya	 aparat	 sehingga	 menuntut	 perbaikan	 sistem	
manajemen	 kinerja	 yang	 lebih	 optimal.	 Perilaku	 	 birokrasi	 ini	 ditunjukkan	 dalam			
bentuk	kedisplinan,	kerjasama	dan	sinergita	 serta	kepekaan	dan	 tanggungjawab	bagi	
aparat	birokrasi	dalam			melaksanakan	tugasnya			pada			kantor		Dinas			Perikanan			dan			
Kelautan	 Kabupaten	 Palopo.	 Disamping	 itu	 terdapatnya	 program,	 mekanisme	 dan	




dapat	 memberikan	 konstribusi	 dalam	 pengembangan	 organisasi	 dalam	 rangk	
mencapai	 tujuannya	 (Hanggraeni,	 2021).	 Terbentuk	 perilaku-perilaku	 individu	 yang	
terdapat	dalam	organisasi	tersebut	karena	dapat	disebabkan	pada	kondisi	internaldan	
ekternal	 organisasi	 pada	Dinas	Perikanan	dan	Kelautan	di	Kota	Palopo.	Berdasarkan	
fenomena	tersebut	maka	perlu	 	dilakukan	pengembangan	strategi	 	penerapan	 	model	
perilaku	 responsivitas	 dalam	 memberikan	 pelayanan	 publik	 yang	 prima	 sehingga	
kebutuhan	 masyarakat	 dapat	 terpenuhi	 dengan	 baik.	 Disamping	 itu	 dalam	 rangka		
mewujudkan	 prinsip	 good	 governance	 yaitu	 transparansi,	 efisiensi,	 efektifitas	 dan	
akuntabilitas		dalam	pelayanan		guna	mewujudkan	visi	dan	misi	pada		Dinas	Perikanan	








Penelitian	 ini	 menggunakan	 penelitian	 deskriptif	 kualitatif	 dengan	 menggunakan	
pendekatan	 studi	 kasus	 untuk	 mengungkap	 makna	 tentang	 perilaku	 responsivitas	
birokrasi	 pada	 Kantor	 Dinas	 Perikanan	 dan	 Kelautan	 di	 Kota	 Palopo.Penelitian	 ini			
menganalisis	 dan	 mendeskripsikan	 perilaku	 birokrasi	 dalam	 pelayanan	 publik			
melalui			studi	tentang			analisis			konsep			perilaku			organnisasi.	Menganalisis	faktor-
faktor	 determinan	 dan	 model	 perilaku	 responsivitas	 Lokasi	 penelitian	 dilaksanakan			
pada			Kantor	Dinas	Perikanan	dan	Kelautan	di	Kota	Palopo.	Informan	dalam	penelitian	
ini	 meliputi	 Sekretaris	 Daerah	 Kota	 Palopo,	 sebagaiinforman	 	 kunci,	 Kepala	 	 	 Dinas		
Perikanan	 dan	 Kelautan,	 Kepala	 Bagian,	 staf/pegawai	 dan	 Tokoh	 Masyarakat.	
Instrumen	penelitian	meliputi	observasi,	wawancara	dan	dokumentasi.		Teknik	analisis	
data	dalam	penelitian	ini	meliputi	reduksi	data,	penyajian	data,	penarikan	kesimpulan	





upaya-upaya	 perbaikan	 dan	 peningkatan	 kualitas	 pelayanan	 kepada	 masyarakat.		
Proses	perilaku	responsivitas	itu	yang		ditandai	dengan	meningkatnya	kinerja	aparat.	
Namun	 demikian	 masih	 terdapatnya	 pegawai	 yangmasih	 belum	 memahami	 tugas		
pokok		dan	fungsinya		sebagai	pelayanan	dalambidang	perikanan	dan	kelautan.	Selain	
itu	 harus	 pula	 kita	 akui	 bahwa	 potensi	 SDM	 yang	 ada	 di	 khususnya	 dalam	 kalangan	
PNS	juga	sangat	terbatas.	
Kompetensi	 professional	 aparat	 sangat	 dibutuhkan	 dalam	 proses	 transformasi	 ini.	
Penyusunan	 organisasi	 perangkat	 daerah	 sesuai	 dengan	 kompetensi	 aparat	 telah	
memiliki	 banyak	 perkembangan	 di	 Kota	 Palopo.	 Hal	 ini	 dikarenakan	 keadaan			
lingkungan	juga	berkembang	sangat	cepat.	Tentunya,	perkembangan		tidak	lantas			asal			
merubah	 saja	 namun	 juga	 didasarkan	 pada	 pertimbangan-pertimbangan	 seperti			
keadaan	ekonomi,	sosial	dan	budaya	masyarakat	Palopo.	Sekretaris	Dinas,	menjelaskan	
bahwa	 “Sebenarnya	 dalam	 kaitan	 perubahan	 perilaku	 responsivitas	 atau	melakukan	
transformasi	organisasi	tidaklah	mudah,	diperlukan	kesiapan	SDM,	dan	anggaran	yang	
memadai.	Di	lingkungan	dinas	perikanan	dan	kelautan,	perlu	usaha	yang	optimal	untuk	
meningkatkan	 pelayanan,	 dengan	 mempersiapkan	 berbagai	 perangkat	 organisasi	
termasuk	membentuk	unit-unit	pelayanan.		
Salah	satunya	peningkatan	kapasitas	aparat	(SDM)	kita	sehingga	dalam	tugas-tugasnya	
mampu	 menjalankan	 visi	 dan	 misiserta	 program	 perikanan	 dan	 kelautan	 yang	
akuntabel.	Pemerintah	Daerah	 telah	melakukan	 tahapan	persiapan	yang	baik	dengan	
melakukan	 kajian	 terhadap	 peraturan	 perundang-undangan,	 juklak	 dan	 juknis	
sertamelakukan	 konsultasi	 dan	 koordinasi	 dengan	 Pemerintah	 Provinsi	 Palopo	
berkaitan	dengan	rencana	perubahan	organisasi	perangkat	daerah	ini.	Dinas	Perikanan	
dan	 Kelautan	 telah	 melakukan	 rapat-rapat,	 pertemuan-pertemuan	 dan	 sosialisasi	
secara	 internal	 berkaitan	 dengan	 perubahan	 dan	 pengembangan	 organisasi	 perilaku	
responsivitas	Kota	Palopo	 serta	melakukan	pembenahan-pembenahan	 sesuai	dengan	
kebutuhan	yang	disyaratkan	dalam	Undang-Undang.	




diterima	 dengan	 baik	 oleh	 semua	 komponen,	 baik	 aparat	 maupun	 masyarakat			
sehingga			tidak			terjadi			resistensi			atau			penolakan			terhadap			programpeningkatan	
perlayanan	 publik	 pada	 Dinas	 Perikanan	 dan	 Kelautan	 Kota	 Palopo.	 Pada	 dasarnya	
perilaku	 responsivitas	 dapat	 ditentukan	 oleh	 aturan	 atau	 kebijakan	 yang	 lebih	
mempertegas	aturan	main	dalam	menjalankan	tugas	pokokdan	fungsi	aparat	sehingga	
menimbulkan		peningkatan			kinerja		pelayanan			yang	lebih	survive	pada	Kantor	Dinas	
Perikanan	 dan	 Kelautan.	 Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 menemukan	 bahwa	 faktor	
determinan	 perilaku	 responsivitas	 ditentukan	 oleh	 prosedur	 dan	 fasilitas	 pelayanan,	
kualitas	aparat,	kebijakan	organisasi	dan	kepemimpinan.		
Penerapan	 perilaku	 responsivitas	 aparat	 birokrasi	 ditinjau	 dari	 sikap	 merespon	
dilakukan	 atas	 dasar	 dukungan	 adanya	 komitmen	 dan	 budaya	 kerja	 yang	 tinggi	
sehingga	 dapat	 menimbulkan	 sikap	 sopan,	 adil,	 peduli	 disiplin,	 peka	 dan	
tanggungjawab	 terhadap	 tugasnya.	 Adanya	 sikap	 ini	 aparat	 birokrasi	 dalam	
memberikan	 pelayanan	 akan	meminimalisir	 keluhan	masyarakat	 pengguna	 jasa	 dan	
berimplikasi	positif	pada	responsivitas	aparat	birokrasi	dalam	implementasi	program	
perikanan	 dan	 kelautan	 sehingga	 masyarakat	 pengguna	 jasa	 akan	 merasapuas	 atas	
pelayanan	yang	diberikan	kepadanya.		
Sikap	 kesopanan	petugas	 bukanlah	 satu-satunya	 aspek	 untuk	memberikan	 kepuasan	
kepada	 masyarakat	 pengguna	 jasa	 terhadap	 pelayanan	 yang	 diterima,	 akan	 tetapi	




kesiapan	 untuk	 merespon	 yang	 sifatnya	 positif	 atau	 negatif	 terhadap	 obyek	 atau	
situasi.	Proposisi	ini	dapat	digunakan	untuk	mengetahui	sikap	aparat	birokrasi	dalam	
merespon	 keluhan	 masyarakat	 pengguna	 jasa	 sehingga	 implementasi	 kebijakan	
perikanan	dan	kelautan	dapat	berjalan	dengan	cepat,	tepat,	cermat,	dengan	waktu	yang	
tepat.		
Kajian	 penelitian	 ini	 lebih	 mengesahkan	 pentingnya	 perilaku	 responsivitas	 aparat	
birokrasi	untuk	menyelesaikan	keluhan	masyarakat	pengguna	jasa.	Adanya	penerapan	




yang	 positif	 terhadap	 responsivitas	 aparat	 birokrasi	 dalam	 memberikan	 pelayanan	
publik.	 Dengan	 demikian	 dapat	 dinyatakan	 dalam	 proposisi	 bahwa	 Perilaku	
responsivitas	 birokrasi	 dapat	 ditunjukkan	melalui	 sikap	 sopan,	 adil,	 	 peduli,	 disiplin,	
peka	 dan	 bertanggungjawab	 dalam	 pelayanan	 publik.	 Penerapan	 perilaku	
responsivitas	 birokrasi	 dalam	 pelayanan	 ditimbulkan	 oleh	 adanya	 komitmen	
danbudaya	kerja	aparat	dalam	memenuhi	kepuasan	dan	harapan	publik	dan	Perilaku	
responsivitas	 birokrasi	 dalam	 pelayanan	 publik	 ditentukan	 oleh	 kebijakan,	 kualitas	








Peduli,	 Namun	 sebaliknya	 belum	 optimal	 pada	 dimensi	 disiplin,	 peka	 dan	
tanggungjawab	 dalam	 rangka	 optimalisasi	 standar	 pelayanan	 dan	 kepuasan			
publik	pada			bidang	perikanan	dan			kelautan	di	Kotamadya	Palopo.		
2.	 Faktor	 determinan	 dalam	 menumbuhkan	 perilaku	 responsivitas	 dalam	 rangka	
pemenuhan	kepuasan	publik	dapat	ditentukan	oleh	dimensi	kualitas	sumber	daya			
manusia,	 budaya,	 kepemimpinan	 dan	 komitmen	 aparat	 birokrasi.	 Efektifitas			
Kepemimpinan	 pada	 organisasi	 ditentukan	 kepememimpinan	 untuk			
mempelopori	 perubahan	 dan	 memberikan	 motivasi	 dan	 inspirasi	 kepada			
individu-individu		aparat	birokrasi		untuk			senantiasa	bersikap	responsivitas.	Nilai	
budaya/Kearifan	 lokal	 “tanah	 Luwu	 “Sipakatau”	 (Saling	 memanusiakan),	
“Sipakalebbi”	 (Saling	 menghargai)	 dan	 “Sipakainge”	 (Saling	 mengingatkan).	 atas			
dasar	landasan		agama		yang		kuat		yang	selama		ini	dipedomani		sebagai			prinsip			
kehidupan	 	 dalam	 	 bekerja.	 Demikian	 pula	 dukungan	 kualitas	 SDM/kompetensi			
personal	 dan	 kebijakan	 pemerintah	 Kepuasan	 Publik	 Komitmen	 Palopo	 yang	
dilandasi	komitmen	yang	kuat	untuk	memberikan	pelayanan	publik	secara	efektif	
dan	efesien.	
3.		 Model	 perilaku	 responsivitas	 birokrasi	 dilihat	 pada	 dimensi	 sikap	 sopan,	 adil,	
peduli,	disiplin,	peka	dan	Tanggungjawab			aparat			pelaksana			dalam	memberikan	
pelayanan.	 Perilaku	 ini	 dapat	 tumbuh	 pada	 diri	 aparat	 birokrasi	 apabila			
terpenuhinya	faktor	komitmen		dan	budaya	dalam			pemenuhan	kepuasan			publik.		







danpeduli	 dalam	 melaksanakan	 tugas	 pelayanan,	 namun	 pada	 dimenisi	 disiplin,	
pekadan	 tanggungjawab	 belum	 optimal	 sehingga	 pelayanan	 belum	 optimal.			
Olehnya	itu	dapat	dilanjutkan	dengan	penelitian	yang	sejenis.	
2.	 Implikasi	 PraktisDalam	 rangka	 mengoptimalkan	 perilaku	 responsivitas	 pada	
organisasi	dinas	perikanan	dan	kelautan,	maka	pimpinan	harus	lebih	memberikan	




dalam	 karir	 serta	mengembangkan	 kompetensi	 personal	 tenaga	 lapangan	 dalam	
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